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A. Latar Belakang

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman
hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh
negara yang disebut Megadiversity Country.® Pada hakekatnya, hutan
merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air,
alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang
dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya
mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat
dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia
lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian.
Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang
banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia.

Penebangan liar yang telah mencapai jantung-jantung kawasan
konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menunjukkan betapa
meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Hutan memiliki fungsi
yang sangat besar bagi kehidupan manusia secara umum hutan memiliki
dua fungsi pokok, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis?

Indonesia memiliki banyak sekali hutan yang menjadi anugrah

yang diberikan Allah SWT kepada bangsa Indonesia. Seharusnya

' Koesnadi hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam
hayati dan ekosistemnya, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991) , 3.
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dimanfatkan sebagai kemakmuran rakyat Indonesia. Yang SDA (Sumber
Daya Alam) harus dilindungi dan dijaga supaya tidak menjadi rusak

apalagi musnah oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.’

Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup merupakan
komponen-komponen ekosistem yang menentukan kemampuan dan fungsi
ekosistem dalam mendukung pembangunan.* Oleh sebab itu peraturan
yang sudah baik hendaknya dapat ditegakkan dengan baik tanpa adanya
penyelewengan wewenang di dalam menangani kasus pidana. Hendaknya
aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembangunan kehutanan sebagai bagian yang integral dari
pembangunan nasional secara keseluruhan memiliki posisi strategis
terutama dalam kerangka pembangunan jangka panjang, karena berkaitan
langsung dengan berbagai aspek pembangunan tingkat lokal, daerah,
nasional, dan bahkan Internasional. Aspek-aspek pembangunan pada
dasarnya  adalah menyangkut ~ upaya-upaya  mengoptimalkan
pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang
bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72%

dari luas wilayah daratan Indonesia atau sekitar 143,970 juta ha yang

® Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Jakarta:
Bumi Aksara, 1992), 247.
*1bid., 250.



terbagi menjadi hutan lindung, hutan konvervasi, hutan produksi
dan sebagainya.’

Illegal logging atau lebih dikenal dengan istilah Pembalakan haram
merupakan aktifitas yang terjadi pada saat penebangan kayu dilakukan
secara tidak sah dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perudang-undangan, berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan
Negara atau hutan hak (milik), dan atau pemegang izin melakukan
penebangan lebih jauh dari jatah yang telah ditetapkan sesuai perizinan.®

Modus yang biasa digunakan dalam tindak Illegal Logging
menurut Obidzinki terdiri dari; operasi pembalakan di luar petak tebangan,
perusahan penebangan kayu yang tidak mempunyai izin tetapi tetap
melakukan pembalakan kayu, menggunakan izin IPK (izin pemanfaatan
kayu) untuk melakukan tebang habis dengan dalih untuk membuka
perkebunan, kayu bulat dan kayu gergaji yang tidak dilaporkan dengan
menggunakan dokumen pengapalan yang berbeda, pembalakan dan usaha
perkayuan lain yang beroperasi tetapi menghindari pajak dan pungutan-
pungutan sah, dan terakhir operasi skala kecil yang tidak memiliki izin
pembalakan. Aktifitas illegal ini ditengerai oleh tuannya dengan praktik

pengusahaan hutan itu sendiri.”

® Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, (Jakarta: PT
Raja Grafindo, 1996), 49.
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Apabila melihat modus operandi (praktek atau cara-cara) dari
kegiatan penebangan secara tidak sah (lllegal Logging) maka Tindak
Pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau
gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis.
Beberapa tindak pidana tersebut antara lain adalah :

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara.

2. Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan.

3. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum maupun.

4. Pencurian. Pada dasarnya kejahatan illegal logging dapat dikatakan
jarimah pencurian karena pelaku mengambil sesuatu milik orang
lain.®
Adapun dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana sering juga

disebut dengan istilah Jarimah.® Menurut Hukum Pidana Islam Tindak
Pidana (Jarimah) adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut
syara’ yang pelakunya diancam dengan pidana hudud atau fa zir. Untuk
memberikan gambaran yang lebih utuh tentang apa yang dimaksud tindak
pidana dalam konteks Hukum Pidana Islam, berikut ini disajikan dasar
filosofi atau ‘illar hukum yang melatar belakangi diterapkannya suatu

perbuatan sebagai tindak pidana (Jarimah).

8 Sulaiman N. Sembiring dan Harry Alexander, “illegal logging”, artikel ini diakses pada tanggal
12 Juni 2006 dari http.//beritalingkungan.blogspot.com/2006/02/illiegal logging sebuah tindak
pidana.html

° Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM
Press, Cet. I, 2008), 111.



Menurut para ahli filsafat hukum islam®, setidaknya ada 5 (lima)

kepentingan pokok yang menjadi pusat perhatian dan titik tolak setiap

pengaturan hukum. Artinya Hukum Islam mengenai apapun yang telah

ditetapkan dalam nash al-Qur’an, al-hadist, al-Qonun (perundang-

undangan) maupun yang masih akan ditetapkan ebagai respon yuridis

terhadap problem-problem baru yang muncul, harus bersifat mendukung

terhadap terwujudnya lima kepentingan tersebut. Kelima kepentingan

pokok tersebut adalah:

1.

2.

Terpeliharanya masalah eksistensi agama.

Terjaminnya hak hidup (jiwa) manusia.

Terjaganya masalah hak milik (harta).

Terjaganya kesucian akal.

Terjaganya kesucian keturunan dan harga diri (martabat) manusia.

Di dalam pasal 73 Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia menjelaskan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan
sengaja:

a. Melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil
terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan
peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang
mengakibatkan ~ rusaknya  ekosistem  terumbu  karang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d;

b. Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem
mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang
mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau

9 1hid, 112



kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e,
huruf f, dan huruf g;

c. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;

d. Melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf i.

e. Melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.

f. Melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf k.

g. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf I.

h. Tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang
sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan
sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan
terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1).

Di dalam hukum Islam tindak pidana yang mengandung suatu
perbuatan maksiat dihukum dengan hukuman ra’zir. Pengertian ta zir
menurut al-Mawardi adalah Hukuman yang bersifat pendidikan atas
perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh
syara’.'* Dengan demikian jarimah ta zir Suatu jarimah yang hukumannya
diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta zir. Dari
definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ta’zir adalah suatu
istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum
ditetapkan oleh syara’. Di kalangan fugaha, jarimah-jarimah yang
hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dinamakan dengan jarimah
ta’zir. Jadi, istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga

untuk jarimah (tindak pidana).

1 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), 178.



Adapun dalam Hukum Islam yang mengatur tentang Illegal
Logging yang tidak diperbolehkan secara syara’ sesuai dengan Firman
Allah yang ada di dalam Al Qur’an surah Al-Maidah ayat 38 seebagai

berikut:
L83 5058 B3 A (e VIS LK Wy 21358 Ll ) sadll 4351015 (5 L)

Artinya:  “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan
atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha
bijaksana. (Al-Maidah 38)”.*?

Bila kejahatan Illegal Logging dimasukkan ke dalam jarimah
pencurian masih sangat relatif tergantung seberapa besarkah nilai barang
curiannya tersebut. Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman
bagi pelakunya apabila barang yang mencapai nisabnya.*® Nisab hukuman
untuk potong tangan jika mencapai seperempat dinar keatas.

Jika melihat konteks pengertian kejahatan Illegal Logging yang
melakukan kejahatannya dengan cara merusak bumi khususnya hutan
beserta ekosistemnya. Hal tersebut tentunya jika ditinjau dari Hukum
Pidana Islam dapat dikenakan hukuman yang berlaku juga pada jarimah
hirabah (perampokan). Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafii, Ahmad
bin Hanbal, dan ulama Syi’ah Zaidiyah, hukuman atas tindak pidana

hirabah berbeda-beda, tergantung pada perbuatan yang dilakukan.**

12 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya 2002).

3 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 85.

“ Abdul Qadir Audah, At-Tasryi’ al-jina’l al-islamiy Mugaranan bil Qanunil Wad’iy,
(Terjemahan : Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid ke-5, Kharisma Ilmu, 2007), 205.



Kita juga dapat mengambil pendapat yang dinyatakan oleh Max
Weber bahwa perkembangan hukum timbul akibat dari pada
perkembangan di bidang-bidang kehidupan lainnya.® Artinya bahwa
Hukum Pidana Islam tentunya berlaku juga mengikuti perkembangan yang
terjadi, tetapi hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan Al Quran
dan Hadis. Tentunya jika suatu unsur jarimah tidak terpenuhi untuk
diberlakukan hukuman hudud maka akan diberlakukan hukuman ta zir.

Akumulasi adalah suatu kumpulan atau pengumpulan, penimbunan
yang dari semuanya ditambahkan dan digabungkan menjadi satu dalam
satu kasus yang sama. Hukuman dalam bahasa Inggris punishment adalah
sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan
tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman
diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan
oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak
memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang
diharapkan.*®

Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun
psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman
mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Ada tiga fungsi
penting dari hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku

yang diharapkan:

' Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Cet ke-1, (Jakarta: CV Rajawali
1982), 34.

' D Soedjono , Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, (Jakarta:
Rajawali Press,1984),11.


http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Tingkah_laku
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi

1. Membatasi  perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya

pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.

2. Bersifat mendidik.
3. Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku

yang tidak diharapkan.*’

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut Ugqubah, yaitu bentuk
balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan
syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan Manusia.
Tujuan dari hukuman dalam syari’at Islam merupakan realisasi dari tujuan
Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat,
pencegahan secara umum dan secara khusus serta perlindungan terhadap
hak-hak si korban. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan
kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadharatan.
Menurut Abd al-Qadir Awdah, hukuman adalah suatu penderitaan yang

dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.®

Ulama figh mengemukakan bahwa Hukuman pada setiap tindak
pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*°
1. Hukuman itu disyariatkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah
ditetapkan dan di akui oleh syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT:
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‘//ajyl 79’.,31-“ J./S/iy

Allah  tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. (Al-Bagarah:286)

. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana.
. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena
pelaku tindak pidana di muka hakim berlaku sama derajatnya.

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus
dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang
denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut
penghasilan seseorang. Denda kebanyakan dibayarkan di pengadilan,
namun polisi di negara tertentu bisa menjatuhkan tilang terhadap
pengemudi yang melanggar lalu lintas. Di Indonesia diatur dalam pasal 30
KUHP, dalam delik pelanggaran dendanya masih tertulis vijf en twintig
gulden (stand 1915), Pemerintah Rl lewat UU No. 16 Prp.1960
menaikkannya menjadi kelipatan 10 kali dari nilai denda yang tercantum
dalam pasal pasal tersebut.

Dalam ilmu istilah Figh yang digunakan untuk denda adalah
gharamah. Secara bahasa gharamah berarti denda. Sedangkan dalam
bahasa Indonesia denda mempunyai arti:

1. Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang:
oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh

juta rupiah.


http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uang_denda&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uang_denda&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Denda_harian&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelanggaran_lalu_lintas&action=edit&redlink=1
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2. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar
aturan, undang-undang, dan sebagainya): lebih baik membayar
dapat dipenjarakan.”

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’zir. Ta’zir
menurut bahasa adalah fa’dib, artinya memberi pelajaran. Ta zir juga
diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan
mencegah.?*  At-fa’zir adalah larangan, pencegahan, menegur,
menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan
(bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk
maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu
menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.*?

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji
suatu penelitian yang berjudul “Kajian Hukum Islam Perihal
Akumulasi Sanksi Pidana Dan Denda Dalam Kasus lllegal Logging

(Studi Terhadap Putusan Nomor : 179/Pid.B/2014/Pn. Pbl)”.

B. ldentifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan gambaran dari latar belakang di atas, dapat dipahami
bahwa masalah yang akan diteliti adalah : Hukuman terhadap Illegal

Logging menurut Hukum Pidana Islam diantaranya sebagai berikut :

20\W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 111, 2006), 279.
! Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.
221 1h;

Ibid., 249.
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1. Hukuman terhadap Illegal Logging menurut undang-undang nomor
27 tahun 2007 tentang Pengelolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil.

2. Pertanggungjawaban pelaku Illegal Logging.

3. Penyebab pelaku melakukan Illegal Logging.

4. Sanksi pidana terhadap pelaku Illegal Logging.

5. Pertimbangan hukum hakim.

6. Akumulasi hukuman menurut Hukum Pidana Islam

7. Akumulasi hukuman menurut undang-undang nomor 27 tahun
2007 tentang Pengelolahan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Adapun Batasan Masalah dalam penelitian yang penulis kaji yaitu

sebagai berikut:

1. Peran penerapan akumulasi sanksi pidana dan denda dalam

2. Kasus Illegal logging menurut putusan Nomor:
179/Pid.B/2014/PN.Pbl.

3. Peran Kajian Hukum Pidana Islam mengenai kasus Illegal

Logging.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada identifikasi dan batasan masalah diatas maka penulis
akan membatasi beberapa masalah guna mempermudah pembahasan
masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk

pertanyaan sebagai berikut:
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1. Bagaimana penerapan Akumulasi Sanksi Pidana Dan Denda
Dalam Kasus Illegal Logging menurut putusan Nomor:
179/Pid.B/2014/PN.Pbl?

2. Bagaimana Kajian Hukum Pidana Islam mengenai Kasus Illegal

Logging?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang
relevan dengan penulis. Sejauh penelusuran penulis menemukan dua
skripsi yang variabelnya hampir sama dengan yang penulis teliti. Berikut
verifikasi skripsi berikutnya :

Skripsi Muhammad Abdul Ghoni mahasiswa fakultas hukum
Universitas Sunan Ampel tahun 2013 yang berjudul Sanksi terhadap
Illegal logging di kecamatan kedung Adem Kabupaten Bojonegoro
menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 tahun 2003 dalam
perspektif fikih jinayah.

Skripsi Zulaikhah mahasiswa fakultas hukum Universitas Sunan
Ampel tahun 2013 yang berjudul Tinjauan fikih jinayah terhadap sanksi
pelanggaran konservasi taman hutan raya R. Soerjo di wilayah SKPPKH
Mojokerto menurut UU No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Skripsi Santoso Hari Wibowo fakultas hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2009 yang bejudul Tinjauan hukum
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Pidana Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang Illegal Logging
perkara No. 761 K/Pid.sus/2007.

Skripsi Hardhiansyah fakultas hukum Universitas Hasanuddin
tahun 2013 Tinjauan yuridis terhadap Tindak Pidana lllegal Logging di
Kawasan Konservasi Hutan Malino (Studi Kasus Putusan No: 65/ Pid.B/
2012/ PN.SUNGG).

Skripsi M.Ridwan Almurtagi fakultas hukum Universitas Negeri
Sunan Kalijaga 2009 Penegakan hukum bagi Pelaku Pembalakan Liar
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Skripsi Beny fakultas hukum Universitas Islam Riau tahun 2009
Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penebangan liar (lllegal
Logging) Di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar.

Dalam skripsi yang saya buat ini berbeda dengan skripsi yang
sudah ada, bahwa skripsi yang saya buat ini bukan hasil dari plagiat

melainkan hasil otentik.

. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan pokok
penelitian, sebagaimana yang diajukan dalam rumusan masalah, maka
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Penerapan Akumulasi Sanksi Pidana dan Denda

Dalam Kasus Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 27
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Tahun 2007 Tentang Pengelolaaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam mengenai kasus Illegal
Logging.
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Berkaitan dengan judul di atas, maka pembahasan ini mempunyai
dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai upaya bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Pidana Islam dan
Hukum Positif yang berkaitan dengan Illegal Logging dan
dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih
mudah terutama yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam dan
Hukum Positif.

2. Kegunaan praktis, vyaitu sebagai argumentasi hukum yang
diperlukan agar mendapat daya guna yang diharapkan bagi
penegak hukum, demi terwujudnya keadilan yang kondusif

(terutama dalam menangani masalah Illegal Logging).

G. Definisi Operasional
Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi
kesalahfahaman dalam memahami maksud ataupun arti dari judul “Kajian

Hukum Islam Perihal Akumulasi Sanksi Pidana Dan Denda Dalam Kasus
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Illegal Logging (Studi Terhadap Putusan Nomor : 179/Pid.B/2014/Pn.
Pbl), maka perlu dijelaskan arti kata berikut :

1. Hukum Pidana Islam : Larangan syara' yang dijatuhkan sanksi oleh
pembuat Syariat (Allah) dengan hukuman hadd dan ta'zir.

2. Akumulasi Sanksi Pidana : Suatu kumpulan atau pengumpulan,
penimbunan yang dari semuanya ditambahkan dan digabungkan
menjadi satu dalam satu kasus yang sama.

3. Denda : bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus
dibayarkan dalam jumlah tertentu

4. llegal logging : Pembalakan liar merupakan aktifitas yang terjadi
pada saat penebangan kayu dilakukan secara tidak sah dengan
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perudang-undangan,

berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh
dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu
penelitian  untuk  memperoleh  kembali  pemecahan terhadap
permasalahan.?® Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian

ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

2 Joko Subagyo, Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta : PT.Rineka Cipta,
1994), 2.


http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman
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1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
Putusan. Pengumpulan data dengan menggunakan Putusan ini
ditempuh dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah,
mengkaji, mengkritisi adanya lllegal Logging yang terjadi di
pesisir pantai dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta hasil-
hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain

sebelumnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber
diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder. Bahan
hukum primer merupakan bahan hukum yang besifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan primer terdiri dari Perundang-
Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-Undangan. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.?

2 Joko Subagyo, Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek, 141.
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a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang
diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.?®> Konsep-konsep
hukum yang berkaitan dengan Sumber Data Primer ialah :
1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang
Pengelolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil..
2) Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo  Nomor
:179/Pid.B/2014/PN. PBL.
Sumber data sekunder vyaitu sumber data pendukung yang
bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan
judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen.?®

Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini,

ialah sebagaimana berikut :

1. Koesnadi hardjasoemantri, Hukum  Perlindungan
Lingkungan : Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan
ekosistemnya.

2. Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan.

3. Bambang Pamulardi  Hukum  Kehutanan  dan
Pembangunan Bidang Kehutanan.

4. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.

% Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004), 57.
% Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2006), 30.
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5. Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan
Hukum.

6. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
metode dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data
mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda
dan lain sebagainya.”” Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas
digunakan teknik sebagai berikut : Studi Kepustakaan (library
research). Dilakukan dengan mencari, mencatat,
menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang

berupa bahan-bahan pustaka.

. Tekhnik Pengelolaan Data

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data
yang telah dikumpulkan, maka peneliti menganggap perlu
melakukan pengolahan data melalui beberapa tekhnik sebagai
berikut :

a. Pengeditan yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang

sudah diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta,

1993), 202.
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dan diedit apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi
dengan kajian penelitian.

b. Pemberian kode yaitu memberikan kode terhadap data-data
yang diperoleh dan sudah diedit, kemudian dikumpulkan
sesuai dengan relevansi masing-masing data tersebut.

c. Pengorganisasian  yaitu =~ mengkategorisasikan  atau
mensistematiskan data yang telah terkumpul. Data-data
yang sudah diedit dan diberi kode kemudian
diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan

yang telah dipersiapkan.

5. Tekhnik Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan
deskriptif analisis, karena sebagian sumber data dari penelitian ini
berupa informasi dan berupa teks dokumen. Metode deskriptif
yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan
mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai
dengan objek kajian dalam penelitian ini.?® yaitu mendeskripsikan
pencurian kayu yang terjadi di pesisir pantai dalam Undang-
Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolahan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil.

%8 1hid., 225.
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Selain itu, peneliti juga menggunakan pola pikir deduktif
untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah
oleh peneliti dalam penelitian ini. pola pikir deduktif yaitu metode
analisa data dengan memaparkan data-data yang telah diperoleh
secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Peneliti
menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum
mengenai pencurian kayu yang terjadi di pesisir pantai dalam
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolahan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan kemudian ditarik

kesimpulan secara khusus sesuai dengan Prespektif Hukum Islam.

Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakam suatu hal yang sangat urgan
dalam pembahasan skripsi ini agar dapat memberikan gambaran yang
teratur tentang isi dan kerangka penyusunan skripsi ini. Sebagai bahan
untuk pemahaman dan kemudahan bagi penyusun dan pembaca dalam
memahami tulisan ini. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam
pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematis pembahasan
sebagai berikut:
Bab | : Bab pertama dalam penulisan skripsi ini mengemukakan tentang
pendahuluan yang memuat tentang: latar belakang masalah,

identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
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penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Il : Dalam bab ini membahas tentang Illegal Logging Pidana Islam
yang meliputi pengantar, dasar hukum, sanksi Illlegal Logging
dalam Hukum Islam

Bab Il : Dalam bab ini berisi Tentang uraian Tinjauan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolahan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Putusan Nomor
179/Pid.B/2014/PN.PBL Tentang Illegal Logging.

Bab IV : Bab ini berisi Tentang lllegal Logging Menurut Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab V: Penutup vyang berisi  Kesimpulan dan  Saran.



